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Abstrak 

Penipuan masih menjadi masalah di industri perbankan. Jumlah 

kasus penipuan pada perbankan memiliki jumlah kasus tertinggi 

dibandingkan jenis bisnis lainnya. Perbankan syariah yang telah 

mengharamkan praktik penipuan juga tidak lepas dari kejadian 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh 

ukuran, jenis kelamin, keahlian, dan independensi anggota komite 

audit serta kesejahteraan karyawan perusahaan terhadap 

penipuan karyawan. Penelitian yang dilakukan ini melengkapi 

penelitian-penelitian sebelumnya yang mengukur penipuan 

menggunakan kuesioner, sedangkan penelitian ini menggunakan 

jumlah kasus sebagai indikator penipuan karyawan. 14 bank 

syariah merupakan sampel penelitian dengan rentang pengamatan 

tahun 2010-2020. Temuan penelitian memberi bukti bahwa 

keahlian akuntansi anggota komite audit dan kesejahteraan 

karyawan dapat mempengaruhi tindakan penipuan yang dilakukan 

karyawan. Jumlah anggota, gender, dan independensi dari anggota 

komite audit tidak terbukti memiliki pengaruh pada pengendalian 

kecurangan. Keahlian komite audit dan kesejahteraan karyawan 

dapat menjadi sistem pengendalian internal yang efektif dalam 

mengurangi penipuan. Oleh karena itu, perbankan harus merekrut 

anggota komite audit yang memiliki keahlian profesional dan selalu 

memperhatikan kesejahteraan karyawan yang dimiliki. 
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Kata kunci: Employee Fraud, Employee Well-being, Audit 

Committee Gender, Audit Committee Expertise 

 

PENDAHULUAN 

Masalah fraud dapat dialami oleh semua organisasi (Law, 

2011b). Data Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

tahun 2020 melaporkan terdapat 2.504 kasus fraud dengan 

kerugian $3,6 billion (ACFE, 2020). Dari jumlah kasus itu, Global 

Fraud Survey melaporkan bahwa jumlah occupational fraud pada 

bank sebanyak 1.388 kasus (Mukhibad et al., 2021) dengan 

kerugian $232.000 (Awang & Ismail, 2018). Kasus berdasarkan 

negara menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi peningkatan 

kasus dari 29 kasus (ditahun 2018) menjadi 36 kasus ditahun 2020 

(ACFE, 2020 dan ACFE, 2018). Fraud yang merupakan tindakan 

ilegal terjadi pada perusahaan yang berbasis agama. Mukhibad 

(2017) dan Mukhibad et al. (2021) melaporkan kasus fraud terjadi 

pada bank syariah di Indonesia. Fraud juga menimpa South African 

Islamic Bank, Ihlas Finance House, Dubai Islamic Bank (Yusuf et al., 

2016). Skandal keuangan terjadi pada Bank Islam Malaysia Berhad 

(BIMB) dengan kerugian RM456 juta (Rahman & Anwar, 2014). 

Fraud yang terjadi pada bank syariah merupakan ironi (Mukhibad 

et al., 2021). Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam 

membatasi empat jenis aktivitas komersial: larangan pencurian, 

penipuan, mengambil keuntungan yang tidak adil, dan terlibat 

dalam aktivitas yang dilarang secara umum (Ahmad, 2004). Kasus 

inilah yang melandasi dilakukannya penelitian ini. 

Studi sebelumnya tentang fraud pada bank syariah lebih 

banyak mengkaji financial statement fraud (Anisykurlillah et al., 

2020; Mukhibad et al., 2021; Awang, 2019; dan Uciati & Mukhibad, 

2019). Pendekatan ini dengan mengidentifikasi discretionary atas 

pembiayaan yang disalurkan sebagai indikator financial statement 

fraud. Pendekatan lain dilakukan oleh Fathi et al. (2017) dan 

Awawi & Salin (2018) menggunakan pendekatan data wawancara 

dan kuesioner untuk mengukur fraud yang dilakukan karyawan. 

Namun pendekatan ini bersifat persepsi dan sulit untuk 
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mengidentifikasi secara cermat atas kasus fraud yang dilakukan 

karyawan. Dengan kelemahan ini, penelitian ini menggunakan 

pendekatan berbeda dalam mengukur occupational fraud, yakni 

berdasarkan jumlah kasus fraud yang dilaporkan oleh masing-

masing bank dalam setiap tahunnya. 

Permasalahan utama sebagai pemicu fraud pada bank 

syariah adalah rendahnya pengendalian internal bank (Hamdani & 

Albar, 2016; Nawawi & Salin, 2018; dan Mukhibad, 2017). Salah 

satu upaya yang dapat meningkatkan pengendalian internal adalah 

corporate governance (CG) (Halbouni et al., 2016 dan Zakaria et al., 

2016). Selain itu, CG menyediakan struktur untuk mengarahkan 

dan mengendalikan bisnis dengan tingkat efisiensi, transparansi, 

dan akuntabilitas, yang lebih tinggi (Kumari & Pattanayak, 2017). 

Sehingga CG sebagai kontrol yang selanjutnya dapat mengurangi 

potensi fraud (Law, 2011; G. Chen et al., 2006; dan Farber, 2005b). 

CG adalah sebuah proses di mana semua organ berkontribusi pada 

pendeteksian dan pencegahan penipuan (Halbouni et al., 2016), 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Kumari & 

Pattanayak, 2017). Sehingga CG sebagai pengendalian kontrol yang 

selanjutnya dapat mengurangi potensi fraud (Halbouni et al., 2016; 

Zakaria et al., 2016; dan Farber, 2005b). Sesuai dengan hasil 

penelitian Hamdani & Albar (2016); Nawawi & Salin (2018); dan 

Mukhibad (2017), maka penelitian ini menekankan pada komite 

audit sebagai faktor utamanya dalam menjelaskan fraud. Dalam 

struktur CG pada perusahaan yang menggunakan two-tier system 

seperti Indonesia, komite audit adalah organ yang dibentuk oleh 

dewan komisaris, memiliki tugas untuk mengawasi operasi, dan 

proses pengendalian internal bank. Nasir et al. (2019); Marzuki et 

al. (2019); Deloitte (2018); dan Law (2011) telah membuktikan 

bahwa efekifitas peran komite audit dalam pengawasan dapat 

mengendalikan frauds. 

 

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengelolaan entitas bisnis yang besar dan kompleks 

menyebabkan adanya pemisahan antara pemilik dengan direksi. 
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Pemilik perusahaan memberikan kepercayaan atas aset 

perusahaan kepada direktur untuk dikelola. Untuk kontrak ini, 

pemilik akan memperoleh manfaat berupa kenaikan nilai 

perusahaan dan deviden. Di satu sisi, direktur memperoleh 

keuntungan berupa gaji dan renumerasi dan kesejahteraan lainnya. 

Namun demikian, hubungan ini akan menjadi cacat ketika salah 

satu pihak, terutama direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, seperti dengan melakukan fraud. 

Salah satu upaya untuk mengendalikan perilaku fraud 

adalah melakukan efektifitas pengawasan dan pengendalikan 

melalui pembentukan struktur corporate governance (CG). CG 

menentukan bagaimana suatu perusahaan diatur melalui 

akuntabilitas yang tepat untuk kinerja manajerial dan keuangan 

(Rezaee, 2005). Ahli lain mendefiniskan bahwa CG adalah sebuah 

proses di mana semua peserta berkontribusi pada deteksi dan 

pencegahan penipuan, dengan tujuan untuk memastikan 

profitabilitas jangka panjang dan kemakmuran perusahaan, yang 

pada gilirannya memberikan kontribusi untuk menciptakan nilai 

tambah bagi pemegang saham dan perlindungan pemangku 

kepentingan lainnya dari laporan keuangan perusahaan (Halbouni 

et al., 2016).  

Tata kelola perusahaan yang tidak efektif dikaitkan 

financial fraud (misalnya Enron, WorldCom, dan Global Crossing) 

dan akibatnya menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan 

perilaku etis eksekutif puncak, kecukupan dan efektivitas 

pengendalian internal, keandalan laporan keuangan, kualitas audit 

internal dan eksternal (Rezaee, 2005). CG menyediakan struktur 

untuk mengarahkan dan mengendalikan bisnis dengan tingkat 

efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang lebih tinggi 

(Kumari & Pattanayak, 2017). Implementasi CG dengan baik 

terbukti dapat mengurangi potensi terjadinya fraud (Law, 2011a; 

G. Chen et al., 2006; Farber, 2005b; Halbouni et al., 2016; dan 

Zakaria et al., 2016). 

Sistem CG dan fungsinya sangat luas (Rezaee, 2005). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Securities and Exchange 
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Commission (SEC) menjelaskan walaupun semua dewan memiliki 

kontribusi secara tidak langsung dalam membentuk pengawasan 

dan pengendalian, namun fungsi utama yang bertanggungjwab 

terhadap pencegahan fraud adalah komite audit. Komite audit 

memiliki tugas pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan 

pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit 

dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk 

kecukupan proses pelaporan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan 

Republik Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank 

Umum, 2016). Farber (2005b); Park (2020); Marzuki et al. (2019); 

Farber (2005b); Uzun et al. (2004); Zain et al. (2006); Persons 

(2005); Carcello & Neal (2000); Nasir et al. (2019); dan Zain et al. 

(2006) memberi penekanan terkait fungsi utama komite audit 

dalam mengendalikan fraud. Sependapat dengan peneliti 

sebelumnya, penelitian ini menfokuskan pada komite audit sebagai 

faktor yang utama dalam menjelaskan fraud dengan tidak 

menghiraukan faktor lain seperti komisaris.  

Karyawan/manajer/eksekutif dalam sebuah perusahaan 

dapat melakukan tindakan penipuan (occupational fraud) yang 

merugikan perusahaan (Suh et al., 2018). Mereka yang memiliki 

akses tertentu dalam perusahaan memiliki kesempatan untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang akan menguntungkan dirinya 

sendiri. Komite audit memiliki akses ke proses audit internal dan 

eksternal. Sehingga komite audit adalah organ pertama yang dapat 

mengidentifikasi penyimpangan yang ada diperusahaan (Halbouni 

et al., 2016). Penyimpangan yang terjadi pada perusahaan tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor individu semata, namun juga 

merupakan tindakan sistemik yang melibatkan sistem 

pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan. Kasus fraud terjadi 

pada entitas yang memiliki sistem lingkungan pengendalian 

internal yang rendah. Oleh karena itu, memperkuat sistem 

pengendalian dapat mengendalikan fraud (Nasir et al., 2019; 

Marzuki et al., 2019; Deloitte, 2018; dan Law, 2011b). OJK sebagai 

regulator perbankan di Indonesia menyatakan bahwa komite audit 
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memiliki tugas untuk memantau dan memastikan efektifitas sistem 

pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan 

auditor independen/eksternal. Dengan demikian, maka komite 

audit memiliki peran penting untuk mengendalikan potensi 

kecurangan dalam sebuah perusahaan (Tan et al., 2017; 

McLaughlin et al., 2021; dan Rezaee, 2005).  

Salah satu indikator yang dapat meningkatkan kualitas 

komite audit dalam menjalankan tugasnya adalah jumlah anggota 

(Wilbanks et al., 2017 dan Farber, 2005b). Entitas yang memiliki 

jumlah anggota komite audit yang besar dapat meningkatkan 

konsistensi pengawasan (Wilbanks et al., 2017). Komite audit 

memerlukan sumber daya dewan yang signifikan untuk dapat 

memenuhi tanggung jawabnya secara efektif (Persons, 2009). 

Jumlah komite audit yang lebih besar dapat membawa keahlian 

dan pengetahuan dewan (Wilbanks et al., 2017). Efektifitas 

pengawasan pengendalian intern dikaitkan dengan jumlah anggota 

komite audit yang besar, sehingga jumlah komite audit dapat 

mengendalikan fraud (Wilbanks et al., 2017; Persons, 2009; Farber, 

2005a; dan Farber, 2005b). H1: Jumlah anggota komite audit 

berpengaruh negatif terhadap Occupational Fraud 

Indikator lain yang digunakan oleh peneliti dalam 

menjelaskan efektifitas komite audit dalam melakukan 

pengawasan adalah gender. Perbedaan perempuan dan laki-laki 

menyebabkan terjadinya perbedaan sikap, gaya komunikasi, 

kepribadian, keaktifan dalam rapat, intoleran dengan perilaku 

oportunistik dan kebijakan penghindaran risiko, meningkatkan 

peran pemantauan, lebih konservatif dan membuat keputusan 

yang lebih etis (McLaughlin et al., 2021; Marzuki et al., 2019; dan 

Oradi & Izadi, 2020). Perbedaan gender yang menyebabkan 

perbedaan sikap dan kebijakan inilah yang mendasari peneliti 

menggunakan gender sebagai faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas corporate governance, termasuk evaluasi efektifitas komite 

audit (McLaughlin et al., 2021; Ud Din et al., 2021; Oradi & Izadi, 

2020; dan Marzuki et al., 2019).  
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Komite audit perempuan dianggap mampu meningkatkan 

efektifitas komite audit. Komite audit 34endid terbukti dapat 

menurunkan manajemen pendapatan (Gavious et al., 2012), 

reduction in financial restatements (Oradi & Izadi, 2020), dan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan (Ud Din et al., 2021). 

Komite audit 34endid lebih cenderung melaporkan terlibat dalam 

aktivitas komite audit untuk menilai integritas manajemen 

(Wilbanks et al., 2017). Kaplan et al. (2009) menemukan 34endid 

lebih cenderung melaporkan kecurangan pelaporan keuangan  

H2: Komite audit 34endid berpengaruh 34endidik terhadap 

Occupational Fraud. Dewan komisaris merupakan elemen yang 

harus dibentuk oleh perusahaan di Indonesia berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) (2015). Adanya dewan 

komisaris akan menjembatani kepentingan-kepentingan yang 

dimiliki oleh 34endidika dan melakukan fungsi pengawasan atas 

kinerja direksi perusahaan. Berdasarkan (POJK, 2015), anggota 

komite audit yang dibentuk harus memiliki latar belakang 

34endidikan dan keahlian minimal akuntansi atau keuangan.  

Pada peraturan lain disebutkan bahwa anggota komite 

audit juga harus memiliki keahlian pada bidang audit (POJK, 2020). 

Keberadaan anggota komite audit yang memiliki beragam keahlian 

akan membuat mereka semakin tepat dalam menjalankan tugas 

dan wewenang. Praktik-praktik kecurangan akan dapat dihindari 

dan dideteksi sedini mungkin sehingga tidak menjadi kasus yang 

merugikan perusahaan. Hal ini akan menutup kesempatan bagi 

pegawai apabila ingin melakukan praktik kecurangan pada 

perusahaan. Persons (2009) merangkum bahwa keahlian dari 

anggota komite audit, utamanya terkait akuntansi dan keuangan 

adalah hal penting untuk membatasi tindakan manajer dalam 

manipulasi laba maupun tindakan lain yang tidak etis. Cohen et al. 

(2014) menemukan bahwa anggota komite audit yang 

mengkombinasikan keahlian akuntansi dengan keahlian lain 

mampu berkinerja lebih baik sehingga meningkatkan efektivitas 

dari komite audit. Oleh karena itu, anggota komite audit yang 

memiliki beragam keahlian akan mampu menangkal terjadinya 
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praktik kecurangan. (Anisykurlillah et al., 2020; Marzuki et al., 

2019; dan Farber, 2005b) telah memberikan bukti bahwa komite 

audit dengan latarbelakang pendidikan akuntansi memiliki 

pengaruh negatif terhadap fraud. H3: Keahlian anggota komite 

audit dalam akuntansi berpengaruh negatif terhadap Occupational 

Fraud 

Karyawan/manajer/eksekutif dalam sebuah perusahaan 

dapat melakukan tindakan penipuan (occupational fraud) yang 

merugikan perusahaan (Suh et al., 2018). Mereka yang memiliki 

akses tertentu dalam perusahaan memiliki kesempatan untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang akan menguntungkan dirinya 

sendiri. Komite audit memiliki peran penting untuk mengendalikan 

potensi kecurangan dalam sebuah perusahaan. Tugas komite audit 

ini merupakan delegasi dari dewan komisaris untuk menjalankan 

fungsi yang seharusnya dilakukan oleh pemegang saham. Berdasar 

keanggotaan, komite audit minimal berjumlah 3 orang yang terdiri 

dari komisaris 35ndependent dan pihak dari luar perusahaan 

(POJK, 2015). Pengendalian dan pengawasan yang kuat dapat 

dilakukan apabila anggota komite audit tersebut dapat menjaga 

independensinya.  

Independensi komite audit mampu memberikan 

peningkatan pada monitoring pengendalian internal dan kualitas 

laporan keuangan (Barua et al., 2010). Independensi komite audit 

akan meningkat ketika diisi banyak pihak dari luar yang tidak 

memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga akan 

menjalankan tugasnya dengan maksimal dan apa adanya, hal ini 

akan menghindarkan perusahaan dari terjadinya kecurangan. 

Persons (2005) mengatakan bahwa kecil kemungkinan 

kecurangan terjadi apabila komite audit adalah independen. 

Abbott et al. (2000) menemukan bahwa perusahaan dengan komite 

audit yang independen yang ditunjukkan dengan komposisi pihak 

luar sesuai ambang batas akan membuat perusahaan terhidar dari 

praktik kecurangan. Uzun et al. (2004) menemukan bahwa 

independensi komite audit secara signifikan dapat mengurangi 
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kecurangan. H4: Independensi komite audit berpengaruh negatif 

terhadap Occupational Fraud 

Fokus penelitian ini adalah fraud karyawan, sehingga 

faktor individu karyawan harus diperhatikan dalam menjelaskan 

fraud. Kang & Lee (2021); Mariani et al. (2019); dan Heyman 

(2007) menekankan pada kesejahteraan karyawan sebagai faktor 

yang mempengaruhi motivasi, kinerja karyawan. Sependapat 

dengan Bales & Fox (2011), fraud merupakan tindakan kecurangan 

yang dilakukan oleh karyawan maupun manajemen untuk mencari 

keuntungan diri sendiri, sehingga kesulitan keuangan dapat 

memunculkan niat karyawan melakukan fraud. Terdapat dua 

perspektif dalam memandang kesejahteraan, fokus pada 

pengalaman subjektif tentang kebahagiaan dan sisi satunya fokus 

pada mewujudkan kekuatan potensi manusia yang menganggap 

kesejahteraan merupakan hasil dari pencapaian pribadi (Ryan & 

Deci, 2001). Kesejahteraan terkait dengan pekerjaan dimaknai 

sebagai kualitas keseluruhan dari pengalaman karyawan dan 

fungsi di tempat kerja (Fich & Shivdasani, 2007). Salah satu hal 

yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan karyawan 

adalah jumlah gaji yang mereka terima (Wood & De Menezes, 

2011).  

Karyawan yang memperoleh gaji yang cukup akan bekerja 

dengan baik dan berusaha untuk selalu memenuhi target-target 

yang ditetapkan perusahaan. Mereka tidak berkeinginan untuk 

melakukan tindakan curang pada perusahaan karena kebutuhan 

mereka akan gaji telah tercukupi. Hal ini menunjukkan tidak ada 

perasaan tertekan saat melakukan pekerjaan dilihat dari 

kompensasi yang diterima karena kompensasi tersebut dipandang 

sebanding dengan bobot pekerjaan. Gaya hidup dan tekanan 

keuangan yang dihadapi karyawan menjadi motivasi karyawan 

melakukan fraud (Omar et al., 2016). Zuberi & Mzenzi (2019); Chen 

& Sandino (2012); dan Irianto et al. (2009)  menemukan bahwa 

upah berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan yang 

dilakukan karyawan dan upah yang lebih tinggi meningkatkan 
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promosi norma sosial pada karyawan dan membuat kolusi diantara 

mereka menjadi turun 

H5: Gaji berpengaruh negatif terhadap Occupational Fraud 

 

METODE 

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

jenis penelitian inferensial. Sampel penelitian ini adalah 14 bank 

umum syariah di Indonesia dan diamati selama 11 tahun (2010-

2020) dengan 142 unit analisis. Seluruh data diidentifikasi dari 

annual report setiap bank. Pengukuran fraud penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya dengan tidak menggunakan 

persepsi maupun rasio keuangan sebagai indikator fraud karena 

kedua cara pengukuran tersebut dapat memunculkan respon bias. 

Berdasar alasan ini, penelitian ini menggunakan jumlah kasus 

fraud selama 1 tahun yang dilaporkan bank dalam annual report. 

Berdasarkan hasil penelusuran kami, tidak semua bank 

melaporkan jumlah fraud, sehingga menggunakan metode 

unbalanced data.  

Penelitian ini menekankan pada efektifitas komite audit 

sebagai variabel yang dapat menjelaskan occupational fraud. 

Indikator yang pertama adalah jumlah anggota audit committee 

(AC-SIZE) yang diukur dengan jumlah anggota komite audit yang 

dimiliki oleh bank (Wilbanks et al., 2017; Persons, 2009; Farber, 

2005a; dan Farber, 2005b). Indikator kedua adalah committee 

audit gender yang diukur dengan rasio komite audit wanita (AC-

GENDER) terhadap jumlah anggota komite audit (Wilbanks et al., 

2017 dan Kaplan et al., 2009). Indikator ketiga adalah keahlian 

komite audit (AC-EXPERT) yang diukur dengan rasio komite audit 

yang memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi 

(Anisykurlillah et al., 2020; Marzuki et al., 2019; dan Farber, 

2005b). Indikator keempat adalah independensi komite audit (AC-

INDEP) yang diukur dengan rasio komite audit independen 

terhadap seluruh anggota komite audit (Park, 2020 dan Nasir et al., 

2019). Faktor kesejahteraan karyawan (WAGE) diukur dengan 
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rasio biaya gaji dan tunjangan karyawan terhadap pendapatan 

bank. WAGE dikembangkan dari (Damiani et al., 2019). 

Selain variabel utama yang telah dijelaskan, penelitian ini 

menggunakan variabel kontrol jumlah anggota komisaris, ukuran 

perusahaan, dan kinerja keuangan. Indonesia menggunakan two-

tier system, dimana tugas pengawasan diberikan kepada dewan 

komisaris dan tugas eksekutif diberikan kepada direktur. 

Regulator di Indonesia mewajibkan bahwa komite audit dibentuk 

oleh dewan komisaris, sehingga jumlah dewan komisaris 

mempengaruhi kualitas komite audit. Banyak anggota dewan 

memungkinkan mereka dapat melakukan diversifikasi keahlian, 

pengalaman, dan background individu lain yang selanjutnya akan 

mempengaruhi kualitas keputusan kolektif dewan.  

Mengadopsi dari G. Chen et al. (2006), penelitian ini 

menggunakan jumlah anggota dewan komisaris sebagai variabel 

kontrol. Jumlah anggota dewan komisaris (COMSIZE) diukur 

dengan jumlah anggota dewan komisaris. Jumlah aset (LNSIZE) 

diukur dengan logaritma natural dari jumlah asset, dan kinerja 

keuangan diukur dengan Return on Asset (ROA). Dua variable 

lainnya dalam penelitian ini diadopsi dari Hass et al. (2016); 

Matoussi & Gharbi (2011) dan Goh (2009). Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi data panel dengan Fixed Effect 

Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Seleksi didasarkan 

pada hasil tes Hausman (Meslier et al., 2017). Jika tes Hausman 

menghasilkan probabilitas kurang dari 0,05 maka menggunakan 

FEM, begitupun sebaliknya. Uji Breusch & Pagan Lagrange 

Multiplier (BPL) digunakan untuk mengetahui apakah ada 

heterogenitas data antar bank (Panda & Nanda, 2018). Jika tes BPL 

menghasilkan probabilitas kurang dari 0,05; ada heterogenitas 

data antar bank, yang mengharuskan penggunaan FEM atau REM. 

Penelitian ini menguji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi untuk menghasilkan studi BLUE. Model penelitiannya 

ditunjukkan pada persamaan 1. 
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FRAUDi,t,c=β0+β1AC-SIZEi,t,c+β2AC-GENDERi,t,c+β3AC-

EXPERTi,t,c+β4AC-INDEPi,t,c+β5WAGEi,t,c+β6COMSIZEi,t,c+ 

β7LNSIZEi,t,c+ β8ROAi,t,c+ε....................................................................(1) 

Keterangan: 

FRAUD : Occupational fraud 

AC-SIZE: Jumlah Komite Audit 

AC-GENDER: Gender komite audit  

AC-EXPERT: Keahlian komite audit  

AC-INDEP: Independensi komite audit 

WAGE: Kesejahteraan karyawan 

COMSIZE: Jumlah anggota komisaris 

LNSIZE : Ukuran perusahaan 

ROA: Profitabilitas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sampel memiliki rata-rata 

0,214% karyawan yang terlibat dalam tindakan ilegal. Persentase 

tertinggi karyawan yang terlibat dengan penipuan adalah 3,226, 

dan terendah adalah 0. Standar deviasi 0, 453 menunjukkan 

varians besar dari penipuan ini. Bank syariah di Indonesia memiliki 

rata-rata 3,78 anggota komite audit, skor minimal 2 orang dan 

jumlah maksimal 7 orang. Hasil ini menunjukkan kecenderungan 

bank syariah memiliki 3 hingga 4 anggota komite audit. 

Berdasarkan strukturnya, anggota komite audit didominasi 

oleh laki-laki. Hanya 11,808% komite audit yang perempuan. 

Namun, beberapa bank memiliki komite audit perempuan sebesar 

66,667%. Tabel 2.1 juga menunjukkan bahwa rata-rata 25,317% 

komite audit memiliki keahlian akuntansi. Namun, ada komite 

audit yang tidak memiliki keahlian akuntansi. Selain itu, rata-rata, 

54,316% komite audit bersifat independen. Skor minimum AC-

INDEP adalah 23,077%, dengan skor maksimum 100% bersifat 

independen. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota 

komite audit di bank syariah independen. WAGE menunjukkan 

bahwa bank memberikan rata-rata 21,480% dari pendapatan 
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pinjaman untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan. Maksimal 

80,003% dari pendapatan untuk membayar gaji karyawan. 

 

Tabel 2.1. Analisis Deskriptif 
Variabel Pengukuran Rata-rata Std. Dev. Min. Maks. 

FRAUD (%) % 0,214 0,453 0 3,226 

AC-SIZE Person 3,789 1,077 2,000 7,000 

AC-GENDER (%) % 11,808 0,173 0 66,667 

AC-EXPERT (%) % 25,317 36,033 0 100,00 

AC-INDEP (%) % 54,316 16,700 23,077 100,00 

WAGE (%) % 21,480 12,785 0,008 80,003 

BODSIZE Person 10,951 2,057 5,000 17,000 

SIZE  Log. Natural 29,694 1,487 24,240 32,474 

ROA (%) % 0,961 3,272 -14,042 13,600 

LOAN (%) % 3,427 1,547 -4,933 10,134 

Public Dummy 0,135 0,343 - 1,000 

SSBSIZE Person 2,317 0,467 2,000 3,000 

 

Hasil uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier 

menghasilkan probability 0,0321 (kurang dari 0,05) dan 

menunjukkan bahwa adanya heterogenitas data antar bank. Skor 

ini merekomendasikan uji regresi panel (fixed effect or random 

effect). Kemudian kami melakukan uji hausman dan menghasikan 

probability 0,000 (kurang dari 0,005) dan merekomendasikan fixed 

effect sebagai model untuk menjawab hipotesis. 

Selanjutnya kami melakukan uji korelasi antar variabel 

seperti pada tabel 2.2. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa korelasi 

tertinggi adalah 0,4521 antara keahlian dan jumlah komisaris. 

Tabel 2.2 tidak menunjukkan korelasi lebih dari 0,8, yang tidak 

menunjukkan multikolinearitas. Kesimpulan ini didukung oleh tes 

VIF, yang menghasilkan nilai rata-rata 1,58 (kurang dari 5), 

menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas. 

Modified Wald test menghasilkan probabilitas 0,0000 

(kurang dari 0,05) dan menunjukkan masalah heteroskedastisitas. 

Tes Wooldridge menghasilkan probabilitas 0,0207 (kurang dari 
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0,05) dan menunjukkan masalah autokorelasi. Untuk mengatasi 

masalah ini, sejalan dengan Almutairi and Quttainah (2017), kami 

menggunakan clustered regression dalam hubungannya dengan 

fixed-effects estimator untuk mengatasi kedua masalah ini. Hasil uji 

fixed effect (tabel 2.3) persamaan model 1 sampai dengan 6 

konsisten menunjukkan bahwa AC-SIZE menghasilkan P-value 

lebih dari 0,10. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah anggota 

komite audit tidak memiliki pengaruh pada fraud. Variabel AC-

GENDER juga konsisten menghasilkan p-value lebih dari 0,10. 

Hasil uji ini juga konsisten menunjukkan bahwa komite 

audit wanita tidak memiliki pengaruh pada fraud. Tabel 2.3 

menunjukkan bahwa AC-EXPERT konsisten menghasilkan p-value 

kurang dari 0.01 dengan koefisien -0.0205. Hasil ini menunjukkan 

bahwa keahlian komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap 

fraud dengan tingkat signifikansi 1%. Tabel 2.3 menunjukkan 

bahwa AC-INDEP konsisten menghasilkan p-value lebih dari 0.10 

dan menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak 

memiliki pengaruh fraud. 
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Tabel 2.2. Correlation Matrix of All Variables 
 FRAUD AC-SIZE AC-GENDER AC-EXPERT AC-INDEP WAGE COMSIZE LNSIZE ROA 

FRAUD  1         

AC-SIZE 0,1679 1        

AC-GENDER -0,1503 -0,2106 1       

AC-EXPERT 0,2772 -0,0768 -0,0785 1      

AC-INDEP -0,355 0,0086 0,3907 -0,4268 1     

WAGE -0,0065 0,0249 0,0701 -0,067 0,2372 1    

COMSIZE -0,1404 0,0547 0,0736 -0,4521 0,24 0,0696 1   

LNSIZE 0,3713 0,0528 -0,2215 -0,2161 -0,2577 -0,1772 0,0538 1  

ROA -0,1035 -0,016 -0,1096 0,1016 0,2384 0,1514 0,0662 0,0872 1 
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Indikator kesejahteraan karyawan yang diproksikan 

dengan gaji dan tunjangan karyawan konsisten menghasilkan p-

value kurang dari 0.05 dan koefisien -0.7438. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kesejahteraan karyawan memiliki pengaruh 

negatif terhadap fraud dengan tingkat signifikansi 5%. Tan et al.. 

(2017) mengidentifikasi adanya endogenitas dalam fraud culture. 

Mengikuti pendapat (Ullah et al., 2018), kami menggunakan uji 

GMM untuk membuktikan masalah endogenitas. Tabel 2.3 kolom 8 

menunjukkan bahwa lag 1 fraud menghasilkan p-value lebih dari 

0.1. Hasil ini menunjukkan tidak terjadi endogenity pada fraud. 

Sehingga hasil uji fixed effect pada model 1 sampai 6 valid 

digunakan untuk menjawab hipotesis. 

Pada uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa jumlah anggota 

komite audit tidak mampu mengendalikan karyawan melakukan 

kecurangan. Bank yang memiliki jumlah anggota komite audit yang 

besar diuntungkan karena bank dapat melakukan memilih anggota 

komite audit dengan latarbelakang yang berbeda-beda. Dalam teori 

sumberdaya manusia, diversitas latarbelakang dewan sangat 

penting karena perbedaan latarbelakang ini akan memberikan 

alternatif yang berbeda atas suatu kebijakan dan selanjutnya akan 

meningkatkan kualitas keputusan, kebijakan bank. Jumlah anggota 

yang besar juga menguntungkan karena masing-masing dewan 

akan membawa keahlian dan pengetahuan (Wilbanks et al., 2017), 

sehingga akan memperkaya sumberdaya bank. Terlebih lagi, dalam 

menjalankan tugasnya, komite audit memerlukan sumber daya 

dewan yang berkualitas agar memenuhi tanggung jawabnya secara 

efektif (Persons, 2009). Namun demikian, jumlah anggota dewan 

yang banyak seringkali mengalami masalah komunikasi, dan 

koordinasi menyebabkan kinerja menurun (Najwa et al., 2019 dan 

Guest, 2009). Dampak negatif lain dari dewan yang besar adalah 

kemalasan sosial, dan membutuhkan biaya koordinasi yang lebih 

tinggi. Keputusan dewan merupakan keputusan kolektif, sehingga 

efektifitas koordinasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam 

efektifitas pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini mengarah 

pada masalah koordinasi dan komunikasi diantara pada anggota 

komite audit, sehingga akan berdampak pada kurang efektifnya 
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mereka melakukan kontrol dan evaluasi sistem pengendalian 

internal bank. Indikator kedua dalam mengukur efektifitas komite 

dalam menjalankan tugasnya adalah gender.  Bank yang memiliki 

dewan wanita dianggap menguntungkan, karena wanita cenderung 

lebih aktif dalam rapat, intoleran dengan perilaku oportunistik dan 

menghindari risiko, lebih konservatif dan membuat keputusan 

yang lebih etis (McLaughlin et al., 2021; Marzuki et al., 2019; dan 

Oradi & Izadi, 2020). Komite audit wanita juga dapat meningkatkan 

kualitas corporate governance dan efektifitas komite audit 

(McLaughlin et al., 2021; Ud Din et al., 2021; Oradi & Izadi, 2020; 

dan Marzuki et al., 2019). Terlebih lagi, Wilbanks et al. (2017) dan 

Kaplan et al. (2009) berpendapat bahwa wanita memiliki 

kontribusi besar dalam mengendalikan fraud karena mereka lebih 

cenderung melaporkan kecurangan pelaporan keuangan.  

Namun dalam konteks bank syariah di Indonesia, 

penelitian ini tidak menemukan efektifitas peran komite audit 

wanita dalam mengendalikan fraud. Temuan ini mengindikasikan 

terdapat kecenderungan bahwa tidak ada perbedaan kinerja 

antara komite audit wanita dan pria. Aktivitas pelaporan terhadap 

potensi fraud dekat dengan intimidasi dan ancaman dari pelaku, 

sehingga tindakan ini sangat tidak aman untuk wanita. Wanita 

cenderung lebih konservatif jika melihat potensi kecurangan untuk 

keamanan dirinya sendiri. Indikasi ini juga menguatkan temuan 

pendapat Bruna et al. (2019) dan Loukil & Yousfi (2016) bahwa 

wanita cenderung risk avoidance.
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Tabel 2.3. Hasil Uji Fixed Effect and Sys-GMM 

 

FE Model 1st FE Model 2nd FE Model 3rd FE Model 4th FE Model 5th FE Model 6th SYS-GMM 

Koef. 

Std. 

Err

or 

Koef. 

Std. 

Err

or 

Koef. 

Std. 

Err

or 

Koef. 

Std. 

Err

or 

Koef. 

Std. 

Err

or 

Koef. 

Std. 

Err

or 

Koe

f. 

Std. 

Error 

Lag 1. Fraud - - - - - - - - - - - - 
0,18

58 

0,187

6 

AC-SIZE 0,1295 
0,14

32 
- - 0,1539 

0,15

43 
0,1785 

0,16

03 
0,1155 

0,14

27 
0,1250 

0,14

29 

0,21

44 

0,188

2 

AC-GENDER 
-

1,2280 

1,56

14 

-

1,6777 

1,60

28 
- - 0,4467 

1,42

50 
-1,4355 

1,59

22 

-

1,4670 

1,10

76 

-

4,00

16 

1,549

0** 

AC-EXPERT 

-

0,0205

*** 

0,00

42 

-

0,0218

*** 

0,00

58 

-

0,0183

*** 

0,00

59 
- - 

-

0,0209*

** 

0,00

47 

-

0,0161

*** 

0,00

36 

-

0,02

14 

0,003

9*** 

AC-INDEP 
-

0,0120 

0,00

98 

-

0,0104 

0,00

96 

-

0,0133 

0,01

06 
-0,0135 

0,01

11 
- - 

-

0,0117 

0,00

98 

-

0,02

05 

0,015

9 

WAGE 

-

0,7438

** 

0,26

30 

-

0,6609

** 

0,30

14 

-

0,6693

** 

0,24

96 

-

0,7688

** 

0,29

80 

-

0,7037*

* 

0,27

93 
- - 

-

1,43

25 

0,456

3** 
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COMSIZE 
-

0,0062 

0,14

34 

-

0,0172 

0,14

75 

-

0,0038 

0,13

72 
-0,0149 

0,14

01 
-0,0202 

0,15

30 

-

0,0048 

0,13

54 

0,09

27 

0,175

1 

LNSIZE 
0,1265

*** 

0,02

91 

0,1429

*** 

0,02

92 

0,1193

*** 

0,03

14 

0,1224

*** 

0,02

99 

0,1236*

** 

0,02

57 

0,1192

*** 

0,02

76 

0,10

75 

0,036

6** 

ROA 

-

0,0073

** 

0,00

29 

-

0,0080

** 

0,00

29 

-

0,0070

** 

0,00

31 

-

0,0077

** 

0,00

33 

-

0,0076*

* 

0,00

31 

-

0.0059

* 

0.00

27 

-

0.00

83 

0,004

4** 

_Cons 
-

0,5439 

1,90

58 

-

0,4281 

1,90

76 

-

0,6621 

1,74

41 
-1,4210 

1,69

03 
-0,8868 

1.64

84 

-

0.7199 

1.76

97 

0.27

18 

1,215

0 

R-Square - 
0,21

30 
- 

0,20

22 
-- 

0,20

74 
- 

0,14

51 
- 

0.20

41 
- 

0.20

58 
- 

0,428

0 

Sargan - - - - - - - - - - - - - 
0,000

0 

Arellano-

Bond test 
- - - - - - - - - - - - - 

0.137

0 
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Hasil untuk indikator keahlian akuntansi anggota komite 

audit mengungkapkan bahwa keahlian anggota komite audit 

memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penipuan karyawan. 

Anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi terbukti 

efektif dalam mengurangi kecurangan. Hasil penelitian ini 

menguatkan pendapat Persons (2009); Anisykurlillah et al. (2020); 

Marzuki et al. (2019); dan Farber (2005b) yang menekankan pada 

keahlian akuntansi bagi komite audit. Keahlian akuntansi sebagai 

faktor utama komite audit dalam mengevaluasi efektifitas 

pengendalian internal bank serta penelusuran atas transaksi yang 

tidak wajar. Namun demikian, (Cohen et al., 2014) menyarankan 

agar komite audit mengkombinasikan keahlian akuntansi dengan 

keahlian lain untuk meningkatkan efektifitas dalam 

mengidentifikasi praktik kecurangan.  

Tabel 2.3 juga menunjukkan bahwa independensi komite 

audit tidak memiliki pengaruh pada fraud. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan temuan Barua et al. (2010); Persons (2005); dan 

Uzun et al. (2004) yang menemukan bahwa independensi komite 

audit akan meningkatkan pengawasan dan selanjutnya dapat 

mengendalikan fraud. Monitoring akan lebih efektif jika dilakukan 

oleh komite audit yang independen (Barua et al., 2010). Namun 

pada bank syariah di Indonesia, sebagian besar anggota komite 

audit adalah independen. Komite audit independen ini sering 

memunculkan masalah ketersediaan mereka untuk melaksanakan 

tugas pengawasan. Komite audit ini akan berbagi sumber daya 

yang dimilikinya untuk semua entitas karena memungkinkan 

mereka untuk berada di komite audit atau dewan yang setara dari 

entitas lain. Faktor ini akan semakin menurunkan kinerja komite 

audit. 

Faktor pelaku yang diukur dengan kesejahteraan pelaku, 

menunjukkan hasil bahwa kesejahteraan karyawan memiliki 

pengaruh negatif terhadap fraud. Dalam teori fraud triangle, salah 

satu faktor utama karyawan melakukan fraud adalah dorongan 

keuangan yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan 

curang. Tekanan keuangan karyawan ini dapat timbul dari gaya 

hidup, maupun rendahnya gaji yang mereka terima (Omar et al., 
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2016). Karyawan yang terpenuhi kebutuhan financialnya dengan 

cukup gaji akan bekerja dengan baik dan berusaha untuk selalu 

memenuhi target-target yang ditetapkan perusahaan serta 

menghindari tindakan ilegal. Selain itu, kecukupan gaji 

menghilangkan perasaan tertekan, karena karyawan telah 

menerima kompensasi tersebut dipandang sebanding dengan 

pekerjaan. Gaya hidup dan tekanan keuangan yang dihadapi 

karyawan menjadi motivasi karyawan melakukan fraud (Omar et 

al., 2016). Penelitian ini menguatkan temuan Zuberi & Mzenzi 

(2019); Chen & Sandino (2012); dan Irianto et al. (2009)  yang 

menemukan bahwa gaji karyawan berpengaruh negatif terhadap 

tingkat kecurangan. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini untuk membuktikan pengaruh jumlah 

anggota, gender, keahlian, dan independensi komite audit serta 

kesejahteraan karyawan terhadap fraud karyawan. Hasil penelitian 

ini membuktikan bahwa keahlian akuntansi anggota komite audit 

dan kesejahteraan karyawan memiliki pengaruh negatif terhadap 

fraud karyawan. Kami tidak menemukan bukti peran jumlah 

anggota, gender, dan independensi komite audit terhadap fraud 

karyawan. Setelah melakukan uji SYS GMM untuk mengatasi 

masalah dan robustness, hasil penelitian ini konsisten dimana 

kecurangan karyawan dapat dikendalikan dengan peningkatan 

komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan peningkatan 

kesejahteraan karyawan. Anggota komite audit dengan keahlian 

akuntansi dapat meningkatkan pengawasan dan menguatkan 

sistem pengadalian internal bank. Kesejahteraan karyawan dapat 

sebagai sistem pengendalian intern dimana peningkatan 

kesejahteraan karyawan akan menurunkan tekanan keuangan 

karyawan dan selanjutnya dapat mengendalikan mereka 

melakukan tindakan menyimpang. 

Kontribusi penelitian bagi bank adalah mempertimbangan 

keahlian dalam memilih anggota komite audit. Komite audit yang 

dipilih seharusnya memiliki keahlian akuntansi. Keahlian ini dapat 

meningkatkan efektifitas komite audit dalam menjalankan 
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tugasnya, terutama dalam mengendalikan fraud. Regulator dapat 

mendorong bank untuk meningkatkan rasio komite audit yang 

memiliki keahlian akuntansi melalui penerbitan undang-undang 

atau peraturan yang mengikat pada bank. Bank dapat 

meningkatkan sistem pengendalian internal melalui peningkatan 

kualitas komite audit dan peningkatan kesejahteraan karyawan. 

Penelitian ini menggunakan bank syariah sebagai obyek 

penelitian. Keterbatasan penelitian ini mengabaikan struktur 

corporate governance yang mungkin memiliki karakteristik khusus 

dan berbeda dengan bank konvensional. Penelitian sebelumnya 

dapat menambahkan struktur corporate governance khusus bank 

syariah untuk menghasilkan pembahasan yang lebih 

komprehensif. 
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